BAB IV
PENUTUP
A. Simpulan
Simpulan dari penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Sinkronisasi peraturan tindak pidana pemilu yang dilakukan oleh anak
berdasarkan peraturan di Indonesia bahwa tindakan pidana pemilu seperti
menjanjikan sgumlah uang atau materi lainnya kepada pemilih untuk tidak
memilih atau memilih peserta pemilu tertentu dapat dikenakan Pasal 515
UU Pemilu yang dalam beracara memiliki acuan hukum acara biasa yaitu
KUHAP akan tetapi dikarenakan dalam tindakan tindak pidana pemilu
tersebut dilakukan oleh anak di bawah umur maka perlu memperhatikan
kepentingan anak sebagaimana yang telah diatur dalam UU SPPA.

2. Mekanisme penyelesaian penanganan tindak pidana pemilihan umum yang
dilakukan oleh anak berdasarkan peraturan di Indonesia bahwa dapat
dilakukan proses atau mekanisme penyelesaian yang diawali dengan
sistem penyelesaian yang diatur dalam UU Pemilu yang melibatkan Sentra
Gakkumdu sebagal penegak hukum tindak pidana pemilu seperti Bawaslu,
Kepolisian Negara Republik Indonesia, dan Kegjaksaan Agung Republik
Indonesia, bahwa lembaga tersebut menjadi lembaga yang paling depan
dalam menyelesailkan dugaan tindak pidana pemilu sampai pada tahap
registrass perkara ke persidangan dan apabila sampai pada tahap
persidangan anak sebagai pelaku maka dikemukakan penyelesaian diluar

persidangan atau diversi untuk menjaga masa depan anak dan apabila

99

UNIVERSITASBUNG HATTA



100

proses diverss tidak menghasilkan kesepakatan atau mehasilkan
kesepakatan dan hasil kesepakatan tidak dijalankan sesuai dengan
semestinya maka langkah selanjutnya yang dapat dilakukan adalah anak
diproses dalam persidangan sidang tertutup sebagaimana telah diatur
dalam UU SPPA.
B. Saran
Berdasarkan dari pembahasan yang dilakukan oleh penulis, maka
terdapat saran sebagai berikut :

1. Kepada pembuat undang-undang Perlu adanya penambahan pasal kusus
dalam undang-undang pemilu tentang tindak pidana pemilu yang
dilakukan oleh anak atau generas muda sebagal pemilihterbanyak
sehingga perlu adanya aturan yang meminimalisir anak sebagai alat untuk
dilakukan tindak pidana pemilu.

2. Perlu adanya pengawan kususoleh Bawaslu dalam tindak pemilu kususnya
yang dilakukan oleh anak agar pemilu berjalan sesuai dengan demokrasi

yang semestinya.
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